
PERANGKAT DAERAH : 

ST T S R SR

Terwujudnya kondusivitas 

wilayah melalui penanganan 

konflik

1 Persentase tertanganinya 

konflik di masyarakat

% 100 Rp6.589.498.717 100 100,00 Rp6.377.200.977 96,78% V Terbina sinergitas yang 

baik dalam mencegah dan 

menangani konflik

Munculnya ego sektoral 

dari berbagai pihak 

dalam penyelesaian 

konflik 

Koordinasi dan 

Optimalisasi tim 

kewaspadaan dini 

daerah

Meningkatnya deteksi dini 

potensi konflik di masyarakat

Persentase potensi konflik 

yang ditindaklanjuti

% 100 100 100 V Terjalin kerjasama yang 

baik dalam pencegahan 

dini, identifikasi, dan 

mediasi terhadap segala 

macam isu/laporan yang 

memicu timbulnya konflik

Kurangnya pelatihan 

khusus (seperti 

pelatihan intelijen) 

dapat menghambat 

efektifitas deteksi dini 

potensi konflik

Koordinasi meredam 

potensi konflik, 

membangun sistem 

deteksi dini pencegahan 

timbulnya konflik.

Nilai IKM Perangkat Daerah Angka 86,95 81,790 94,07 V 1. Kualitas pelayanan 

publik yang meningkat 

melalui penerapan SOP 

dan standar pelayanan 

yang jelas.

 2. Kompetensi dan 

responsivitas pegawai yang 

baik.

 3. Pemanfaatan teknologi 

informasi dalam 

pelayanan, seperti aplikasi 

dan sistem digital.

 4. Adanya komitmen 

pimpinan terhadap 

peningkatan kepuasan 

masyarakat.

 5. Fasilitas pelayanan 

yang memadai dan mudah 

diakses masyarakat.

Kurangnya pemahaman 

masyarakat dalam 

mengisi kuesioner

Melakukan 

pendampingan kepada 

masyarakat saat 

pengisian kuesioner

Nilai AKIP Perangkat 

Daerah

Angka 77,85 77,800 99,94 V 1. Komitmen pimpinan dan 

perangkat daerah dalam 

menerapkan manajemen 

kinerja berbasis hasil.

 2. Dokumen perencanaan 

kinerja yang selaras 

dengan RPJMD dan 

Renstra.

 3. Pelaporan kinerja yang 

tepat waktu dan sesuai 

pedoman KemenpanRB.

 4. Tersedianya data 

capaian kinerja yang valid 

dan terukur.

 5. Koordinasi dan 

pendampingan aktif dari 

Inspektorat serta Bappeda.

1. Masih lemahnya 

keterkaitan antara 

perencanaan, 

penganggaran, dan 

pelaporan.

 2. Kualitas data kinerja 

belum sepenuhnya 

akurat dan terstandar.

 3. Kurangnya 

pemahaman aparatur 

terhadap sistem AKIP 

dan indikator kinerja.

 4. Monitoring dan 

evaluasi internal belum 

berjalan optimal.

 5. Keterbatasan SDM 

analis kebijakan dan 

perencana di tiap OPD.

Upaya peningkatan 

kinerja dilakukan 

melalui penguatan 

kapasitas SDM, 

penyelarasan 

perencanaan–pengangga

ran–pelaporan, 

peningkatan kualitas 

data kinerja, serta 

optimalisasi evaluasi 

internal untuk 

memperbaiki hasil AKIP.

Program Penguatan Ideologi 

Pancasila dan Karakter 

Kebangsaan

Persentase penguatan 

ideologi Pancasila dan 

karakter kebangsaan

% 100 Rp495.522.680 100 100 Rp493.196.350 99,53 v Banyak kegiatan yang 

mendukung dalam 

menyampaikan wawasan 

kebangsaan kepada 

masyarakat

Menurunnya 

nasionalisme sehingga 

banyak yang kurang 

tertarik dengan 

wawasan kebangsaan

Penguatan penyampaian 

pemahaman wawasan 

kebangsaan dan ideologi 

Pancasila

Program Peningkatan Peran 

Partai Politik dan Lembaga 

Pendidikan Melalui 

Pendidikan Politik dan 

Pengembangan Etika serta 

Budaya Politik

Persentase pelaksanaan 

pendidikan politik kepada 

masyarakat

% 100 Rp1.874.832.100 100 100 Rp1.870.533.600 99,77 v Banyak kegiatan yang 

mendukung dalam 

menyampaikan pendidikan 

politk kepada masyarakat

Menurunnya minat 

masyarakat terhadap 

pendidikan politik

Penguatan penyampaian 

pendidikan politik dan 

budaya politik

Meningkatkan kualitas tata 

kelola perangkat daerah 

dalam pelayanan publik

PROGRAM

MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No Tujuan/Sasaran /Program No Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja 

2025
Anggaran Faktor Pendorong Faktor Penghambat

Upaya Pencapaian 

Target Kinerja Tahun 

2025

TUJUAN

SASARAN

Realisasi Kinerja 

2025

Capaian 

Kinerja 2025 

(%)

Realisasi Anggaran 

2025

Capaian 

Anggaran 

2025 (%)

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja



Program Pemberdayaan dan 

Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan

Persentase ormas yang 

mendapatkan pembinaan

% 19 Rp80.000.000 31,25 100 Rp79.349.000 99,19 v Antusiasme yang baik dari 

organisasi masyarakat 

untuk mengikuti kegiatan

Adanya ormas yang 

berpindah 

sekretariatan dan 

berganti nomor telepon 

menyebabkan putusnya 

komunikasi

Optimalisasi 

pelaksanaan 

pemberdayaan ormas

Program Pembinaan dan 

Pengembangan Ketahanan 

Ekonomi, Sosial dan Budaya

Jumlah kejadian konflik 

SARA

kejadian 8 Rp90.000.000 2 100 Rp90.000.000 100,00 v Adanya edukasi dan 

pemahaman tentang 

keberagaman, penguatan 

sikap toleransi dan saling 

menghormati, penegakan 

hukum yang tegas, 

penerapan pendidikan 

karakter, serta 

pemeliharaan persatuan 

dan kesatuan

Adanya keberagaman 

budaya, adanya 

masyarakat yang belum 

memahami ajaran 

agamanya secara utuh 

sehingga menganggap 

golongannya yang 

paling benar

Mewujudkan interaksi 

sosial melalui kegiatan 

sosial kemasyarakatan 

dan keagamaan guna 

harmonisasi elemen 

masyarakat 

Program Peningkatan 

Kewaspadaan Nasional dan 

Peningkatan Kualitas dan 

Fasilitasi Penanganan Konflik 

Sosial

Persentase koordinasi 

deteksi dini konflik di 

masyarakat

% 100 Rp781.702.700 100 100 Rp743.249.150 95,08 v Telah terjalin komunikasi 

yang baik dalam 

pertukaran informasi 

deteksi dini konflik di 

masyarakat, partisipasi 

aktif tim kewaspadaan dini 

daerah dan komunitas 

intelijen daerah

Penciptaan sistem yang 

terkoordinasi dengan 

baik antara 

forkompimda belum 

optimal

Melibatkan admin 

forkompimda dalam 

pengumpulan data, 

melaksanakan rapat 

koordinasi, forum 

diskusi, dan sistem 

pelaporan untuk 

meningkatkan 

kewaspadaan, serta 

memperkuat kolaborasi 

lintas sektor melalui 

dialog, forum, dan 

sistem peringatan dini

1 100,00 1 0 0 0 0

3 98,00 3 0 0 0 0

5 100 5 0 0 0 0

9 99,33 9 0 0 0 0

Kriteria Penilaian Realisasi 

Kinerja

Sangat Tinggi Temanggung, 2 Januari 2026

Tinggi KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sedang

Rendah

Sangat Rendah

DJOKO PRASETYONO, S.Sos, M.M.

NIP.197211261992031002

JUMLAH INDIKATOR TUJUAN

JUMLAH INDIKATOR SASARAN

JUMLAH INDIKATOR PROGRAM

JUMLAH  INDIKATOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

Interval Nilai Realisasi

91% ≤ 100%

76% ≤ 90%

66% ≤ 75%

51% ≤ 65%

≤ 50%


